BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 974 [ 465 TAHUTt 2021

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI MILIK PERSEROAN TERBATAS SOLUSI
TUNAS PRATAMA DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat PT. Solusi Tunas Pratama, Thk

Nomor : 1155/JTSH-STP/IX/2021 tanggal 6 September
2021 perihal Permohonan Keringanan dan Pengurangan
Biaya Retribusi Menara Tahun 2021 menyebutkan bahwa
PT. Solusi Tunas Pratama mengajukan permohonan
keringanan dan  pengurangan biaya  Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) untuk
tagihan 2021 dan melakukan revisi tarif retribusi dengan
perhitungan berdasarkan pada surat Kementerian
Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016 perihal Pedoman
Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi;

b. bahwa tarif penarikan retribusi pengendalian menara
telekomunikasi telah sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah menyebutkan Bupati dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diagjukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menolak Keberatan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi Milik Perseroan Terbatas Solusi Tunas
Pratama di Kabupaten Sukoharjo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun
2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 188) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011
tentang Penataan dan Pembangunan Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 273);
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13

Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU Menolak Keberatan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi Milik Perseroan Terbatas Solusi Tunas
Pratama di Kabupaten Sukoharjo.
KEDUA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2¢ COFTOBER 202,
BUPATI SUKOHARJO,
}
yETlK SURYA ,l
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Kabupaten Sukoharjo;

Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah  Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Inspektur Daerah  Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
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6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.




